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INTISARI

Dewasa ini kebutuhan akan tanah untuk proyek
pembangunan semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan
adanya kecenderungan untuk menggunakan tanah-tanah bengkok
sebagai lokasi proyek pembangunan, padahal tanah-tanah
bengkok tersebut berlokasi strategis atau tingkat
produktifitas tanahnya tinggi dan merupakan sumber
pendapatan bagi aparat desa. Tanah bengkok dan tanah kas
desa lainnya merupakan pendukung untuk memperlancar
kegiatan di desa.

Sebagai upaya yang ditempuh agar proyek pembangunan
tetap berdalan sedangkan tanah-tanah bengkok tetap lestari
dan aman adalah dengan pelaksanaan tukar menukar antara
tanah bengkok dengan tanah yasan. Tanah yasan sebagai
tanah pengganti disyaratkan harus senilai dengan tanah
bengkok. Awal dari kegiatan tukar menukar tersebut yaitu
dibuatnya keputusan desa hasil musyawarah desa, yang
kemudian harus mendapat'persetuduan tertulis dari Gubernur
Jawa Tengah dan mendapat pengesahan dari Bupati Kendal.
Setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kendal baru tukar
menukar dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pengambilan sampel secara acak (random sampling).
Desa yang diambil sebagai sampel adalah desa-desa yang
ter^adi kegiatan tukar menukar tanah yasan dengan tanah
bengkok mulai tahun 1991 sampai tahun 1998. Hasil
penelitian menun^ukkan bahwa pelaksanaan tukar menukar dan
kegiatan pembangunan dilaksanakan mendahului pengesahan
dari Bupati Kendal.

Faktor pendorongnya adalah tanah pengganti yang
lebih luas atau klas tanah yang lebih baik serta semakin
mendesaknya kebutuhan fasilitas untuk masing-masing deea
maupun masyarakat setempat dalam menunjang kegiatan
sehari-hari. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
prosedur yang lama baik di tingkat kabupaten maupun
provinsi serta kurang lengkapnya pemyaratan yang dia^Jukan
oleh pihak desa mengingat pelaksanaannya sudah dilakukan
dauh sebelum pengajuan ke bupati.

Dampak positif bagi aparat desa adalah semakin
meningkatnya penghasilan karena mendapat tanah pengganti
yang lebih luas dan produktivitasnya lebih baik. Sedangkan
dampak negatifnya adalah kurang tertibnya administrasi di
desa yang dapat memperlambat proses pengurusan pendaftaran
tanah di kantor pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah terdadi bentuk-bentuk pemilikan

atau penguasaan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan singkatan

resminya UUPA. Bentuk-bentuk tersebut adalah:

Menurut kenyataannya selama ini banyak kalangan
dalam masyarakat kita: pribadi, lembaga/instansi
swasta maupun pemerintah menguasaai tanah tanpa
alas hak yang sesuai dengan ketentuan. Seperti
misalnya melampaul batas luas maksimum, tanah
terlantar, pemilikan secara berkedok, 3ual beli
atau peralihan hak diluar prosedur yang berlaku
dan Jenis atau bentuk-bentuk penguasaan yang
tidak ,1elas lainnya. (Dirjen PPG Deppen dan
Dirjen Agraria Depdagri, 1986, hal:14).

Ge.lala negatif tersebut di atas duga menunjukkan

administrasi pertanahan yang kurang tertib dewasa ini.

Pernyataan ini tidaklah berlebihan karena Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

mengungkapkan hal tersebut :

Administrasi pertanahan pada umumnya belum
tertib, kecepatan mutasi penguasaan tanah belum
sepenuhnya didukung dengan tertib administrasi.
Disamping itu dokumen pertanahan masih belum
terpelihara dengan rapi baik dokumen yang
berkaitan dengan pembayaran paiak bumi dan
bangunan. (Menteri Negara Agraria/Ka BPN, 1994,
hal:20).

Dengan kondisi pertanahan seperti dii?.r?ikan di

n-has van/i mAnv.Amalri'i'h t.priaHinva Vw»ri"hiir»«n fefiTifiirhi ne-
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penguasaan dan penggunaan tanah, menjadikan masalah

yang menyangkut tanah akan selalu muncul dan bertambah

rumit. Apalagi dalam tahun-tahun yang akan datang

sebagai akibat meningkatnya pembangunan yang akan

selalu diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan

tanah, sementara tanah bersifat tetap bahkan tanah yang

langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan semakin

terbatas, sehingga dirasakan harganyapun semakin mahal

dan sulit dicari. Kondisi ini merupakan salah satu

sebab dimana di beberapa daerah disinyalir adanya

kecenderungan untuk menggunakan tanah-tanah bengkok

sebagai lokasi proyek pembangunan, padahal tanah-tanah

bengkok tersebut berlokasi strategis atau tingkat

produktifitas tanahnya tinggi. Keadaan yang demikian

dapat diketahui dari asal usul keberadaan tanah sebagai

imbalan jabatan dalam tugas-tugas untuk

menyelenggarakan tata kehidupan dari masyarakat hukum

adat yang meliputi:

a. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan
adanya pertalian yang erat antara tanah dan
persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah
itu,

b. Menyelenggarakan hukum sebagai usaha untuk mencegah
adanya pelanggaran hukum (preventieverecht zorg)
supaya hukum dapat berjalan semestinya,

c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum
setelah hukum itu dilanggar (repressieve recht
zorg). (Soepomo, 1996, hal:62).

Mengingat tugas-tugas yang begitu berat yang

harus diemban oleh kepala adat dan pare pembantunya
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pemberian tanah bengkok yang bernilai strategis atau

tingkat kesuburan yang tinggi akan diharapkan tugas-

tugas tersebut berdalan dengan lancar.

Penggunaan tanah-tanah bengkok untuk lokasi

proyek-proyek pembangunan delas akan mengancam

keberadaan tanah bengkok tersebut, padahal tanah

bengkok sekarang ini merupakan sumber pendapatan dan

kekayaan desa yang mempunyai peranan yang sangat

penting dalam menundang kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan desa, karena tingkat penghasilan yang

diperoleh aparat pemerintah desa menentukan intensitas

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa terutama dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.

Disadari bahwa tanah bengkok merupakan unsur

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan

tetapi karena desakan pembangunan khususnya terhadap

penggunaan tanah-tanah bengkok, maka berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,

Pengurusan, dan Pengawasannya, dimana dalam Pasal 9

peraturan tersebut diatur mengenai larangan pengalihan

tanah bengkok kecuali dipertukarkan untuk proyek-proyek

pembangunan dengan cara pelepasan tanah bengkok.

Pelepasan tanah bengkok Ini harus melalui keputusan

desa dan keputusan desa ini harus mendapat pengesahan

dari Bupati/Walikota. ©etelah terlebih dahulu mendapat



kenyataannya masih dijumpai penyimpangan atau hambatan.

Demikian pula di Kabupaten Kendal kecenderungan

penggunaan tanah-tanah bengkok untuk lokasi proyek

pembangunan, seperti untuk lokasi pendidikan,

perumahan, tempat ibadah, kantor instansi pemerintah

dan sarana umum lainnya.

Dari beberapa keputusan desa tentang pelepasan

tanah bengkok untuk ditukar dengan tanah yasan sebagai

pengganti tanah bengkok, ada yang secara formal sudah

mendapat pengesahan dari Bupati Kendal dan ada juga

keputusan desa yang belum mendapat persetujuan dari

• Gubernur Jawa Tengah. Atas dasar hal-hal tersebut di

atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan

dudul : PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH BENGKOK DENGAN

TANAH YASAN DALAM RANGKA PROYEK PEMBANGUNAN DI

KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pelaksanaan tukar menukar tanah

bengkok dengan tanah yasan dalam proyek pembangunan

di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam

melaksanakan tukar menukar tanah bengkok dengan

tanah yasan tersebut.

3. Apa dampak tukar menukar tanah bengkok dengan tanah



5 t

C. Tu,iuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tukar menukar tanah

bengkok dengan tanah yasan dalam rangka proyek

pembangunan di Kabupaten Kendal Provlnsi Jawa

Tengah.

b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dan

pendorong dalam pelaksanaan tukar menukar tanah

bengkok dengan tanah yasan tersebut.

c. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan tukar menukar

tanah bengkok dengan tanah yasan terhadap

penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

membutuhkan tanah, terutama prosedur yang benar

dalam proses tukar menukar.

b. Setelah mengetahui faktor penghambat maupun

faktor pendorong dalam pelaksanaan tukar menukar

tersebut, dapat ditentukan cara untuk

mengatasinya sehingga kegiatan tukar menukar

selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

c. Dengan mengetahui dampak yang terdadi, dapat

ditentukan alternatif pemecahannya sehingga

dampak-dampak yang bersifat negatif dapat

dikurangi.



D. Batasan Masalah

1. Pelaksanaan tukar menukar tanah bengkok dengan tanah

yasan untuk proyek pembangunan di Kabupaten Kendal

yang ter^adi dari tahun 1991 sampai tahun 1998.

2. Mengingat luasnya daerah penelitian, maka ditentukan

5 desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian yang

merupakan lokasi terjadinya tukar menukar tanah

bengkok dengan tanah yasan



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tukar menukar tanah bengkok dengan

tanah yasan di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya

mendasarkan diri pada ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dan Peraturan

Daerah Tingkat I Nomor 20 Tahun 1988 serta Surat

Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 143/11865, yaitu dalam pelaksanaan tukar

menukar senantiasa tidak menunggu persetuduan Guber

nur Jawa Tengah sebagaimana yang dipersyaratkan.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong

a. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan tukar menukar tanah

bengkok dengan tanah yasan mengalami berbagai

hambatan yaitu:

1) Hambatan utama adalah prosedur dan proses

yang lama sehingga yang seharusnya selesai 2

bulan mendadi semakin lama, seperti di Desa

Penyangkringan, Desa Gentinggunung, Kelurahan

Bugangin dan Desa Pidodokulon. Yang paling

lama adalah Desa Pagersari yaitu sampai 21
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syarat-syarat yang akan diadukan kepada

Bupati.

b. Faktor Pendorong

1) Pentingnya fasilitas untuk masing-masing desa

dalam menundang kegiatan baik bagi pihak

aparat desa maupun bagi masyarakat dl desa

tersebut, seperti balai desa, sekolah dasar,

lapangan olah raga dan fasilita lainnya.

2) Tanah pengganti yang lebih luas dan me

ningkatnya klas tanah yang berarti dapat

meningkatkan pendapatan aparat desa.

3. Pelaksanaan tukar menukar tanah bengkok dengan tanah

yasan berdampak terhadap urusan penyelenggaran rumah

tangga desa terutama dalam hal administrasi desa

menyangkut pembukuan/pencatatan akibat tukar menukar

tersebut, mengingat pelaksanaannya sudah dilakukan

mendahului persetuduan Gubernur. Selain itu dengan

lebih luasnya dan meningkatnya klas tanah pengganti

sangat menguntungkan bagi aparat desa karena tentu-

nya diharapkan pendapatan yang akan diperoleh akan

semakin meningkat.
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B. Saran

1. Dalam kenyataannya yang terdadi bahwa Instansi
Pemerintah telah menggunakan tanah bengkok lebih
dahulu dan baru memproses tukar menukar dengan tanah
yasan/pelaksanaannya mendahului persetuduan Gubernur
Jawa Tengah, maka sebaiknya pola demikian dihindari
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Prosedur dan proses yang lama baik di tingkat
kabupaten maupun di tingkat provinsi agar lebih
dipersingkat lagi, sebab ketentuan yang sudah ada
mengharuskan dalam waktu 2 bulan seluruh rangkaian
kegiatan tukar menukar tersebut harus selesai.

3. Setiap terdadi peralihan hak terutama untuk tanah-
tanah desa termasuk tanah bengkok harus segera

dicatat/dilakukan pembukuan oleh pihak desa. Ini
berarti keputusan desa duga harus langsung dibuat
tidak menunggu saat pengurusan ke tingkat kabupaten
atau provinsi. Selain itu untuk pengamanan tanah-
tanah desa sebagai akibat tukar menukar, yang

masing-masing sudah dilepaskan haknya perlu diambil
langkah-langkah menudu tertib penguasaan/pemilikan
tanah dengan dalan mengadukan permohonan hak pakai
dan mendaftarkan pada kantor Pertanahan.
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